
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.627, 2022 KEMKO-MARVES. Penerapan Manajemen Risiko. 

 

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu 

melakukan penilaian risiko melalui manajemen risiko 

untuk menjamin terselenggaranya tugas dan fungsi 

organisasi secara efektif dan efisien; 

b. bahwa untuk mewujudkan manajemen risiko yang baik, 

tertib, dan berkepastian, perlu disusun pengaturan 

mengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi tentang Penerapan Manajemen Risiko di 

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 265); 

5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796); 

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG PENERAPAN 

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud 

dengan: 
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1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa 

yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan 

sasaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 

dan Investasi. 

2. Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur 

yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan 

mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima. 

3. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, 

prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat 

sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, 

penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, 

evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan 

dan reviu. 

4. Budaya Sadar Risiko adalah suatu pola perilaku semua 

personil dalam berinteraksi dan berpersepsi yang 

mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan 

dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. 

5. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR 

adalah unit organisasi yang bertanggung jawab 

melaksanakan Manajemen Risiko. 

6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi yang selanjutnya disebut Kementerian 

Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan 

koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman 

dan investasi. 

7. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator. 

 

Pasal 2 

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk: 

a. menciptakan dan melindungi nilai organisasi dalam 

rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan; 

b. meningkatkan kinerja dan pencapaian sasaran; dan 

c. mendorong inovasi di masing-masing unit kerja dalam 

organisasi. 



2022, No.627 -4- 

Pasal 3 

Sasaran Penerapan Manajemen Risiko meliputi: 

a. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disediakan 

oleh organisasi; 

b. meningkatkan keefektifan alokasi dan efisiensi 

penggunaan sumber daya organisasi; 

c. meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan formal; 

d. meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan; 

e. meningkatkan ketahanan organisasi; dan 

f. meningkatkan keandalan laporan pertanggungjawaban 

organisasi. 

 

Pasal 4 

Penerapan Manajemen Risiko memiliki manfaat untuk: 

a. meningkatkan mutu pelayanan publik; 

b. meningkatkan kesempatan dalam memanfaatkan 

peluang; 

c. meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian 

kinerja; 

d. meningkatkan hubungan baik dengan pemangku 

kepentingan; 

e. meningkatkan kualitas pengambilan keputusan; 

f. meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh 

pegawai; 

g. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi; 

dan 

h. mengurangi kejutan (surprises) atas Risiko yang tidak 

diinginkan. 

 

Pasal 5 

Penerapan Manajemen Risiko memiliki prinsip: 

a. terintegrasi; 

b. terstruktur dan komprehensif; 

c. disesuaikan; 

d. inklusif; 

e. dinamis; 

f. informasi terbaik yang tersedia; 
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g. faktor manusia dan budaya; dan 

h. perbaikan berkelanjutan. 

 

Pasal 6 

Kerangka kerja Manajemen Risiko meliputi: 

a. kepemimpinan dan komitmen; 

b. integrasi; 

c. desain; 

d. implementasi; 

e. evaluasi; dan 

f. perbaikan. 

 

Pasal 7 

Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen 

Risiko meliputi: 

a. komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan 

rencana tindakan; 

b. pihak yang ditetapkan untuk secara langsung 

bertanggung jawab guna mengoordinasikan Proses 

Manajemen Risiko; 

c. kesadaran setiap pejabat dan pegawai di lingkungan 

Kementerian Koordinator terhadap prinsip Manajemen 

Risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan 

memahami manfaat yang dapat diperoleh dari 

Manajemen Risiko yang efektif; 

d. kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan 

tanggung jawab dari unsur pejabat dan pegawai pada 

setiap unit kerja; 

e. metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh; 

f. pelatihan tentang Manajemen Risiko untuk tujuan 

kepedulian Risiko bagi seluruh pejabat dan pegawai; dan 

g. pemantauan secara terus-menerus mengenai aktivitas 

pengendalian Risiko. 
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BAB II 

TATA CARA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 8 

( 1 ) Setiap pimpinan dan pegawai harus menerapkan 

Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan 

untuk mencapai tujuan. 

( 2 ) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diwujudkan melalui: 

a. pengembangan Budaya Sadar Risiko; 

b. struktur Manajemen Risiko; 

c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko. 

 

Bagian Kedua  

Budaya Sadar Risiko 

 

Pasal 9 

( 1 ) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus sesuai 

dengan nilai-nilai organisasi Kementerian Koordinator. 

( 2 ) Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko 

sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan 

di seluruh tingkatan organisasi.  

( 3 ) Pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses 

pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisaasi, 

meliputi:  

a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan 

Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;  

b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh 

jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen 

Risiko;  
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c. penghargaan terhadap UPR yang dapat mengelola 

Risiko dengan baik; dan  

d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses 

bisnis organisasi.  

 

Bagian Ketiga 

Struktur Manajemen Risiko 

 

Pasal 10 

(1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. Komite Manajemen Risiko;  

b. UPR; 

c. Sekretariat Komite Manajemen Risiko; dan 

d. Inspektorat. 

(2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tanggung jawab 

struktur Manajemen Risiko sebagaiamana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai Pedoman Penerapan 

Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri Koordinator ini. 

 

Bagian Keempat 

Proses Manajemen Risiko 

 

Pasal 11 

( 1 ) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan dengan tahapan:  

a. komunikasi dan konsultasi;  

b. penetapan konteks;  

c. penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko, 

analisis Risiko, dan evaluasi Risiko;  

d. penanganan Risiko;  

e. pemantauan dan reviu; dan 

f. pencatatan dan pelaporan.  

( 2 ) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan oleh setiap UPR.  
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( 3 ) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan 

mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 

( 4 ) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan 

proses manajemen secara keseluruhan dalam: 

a. manajemen kinerja dan sistem pengendalian 

internal; 

b. budaya organisasi; dan 

c. proses bisnis organisasi. 

( 5 ) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai Pedoman Penerapan 

Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri Koordinator ini. 

 

BAB IV 

PENGAWASAN 

 

Pasal 12 

( 1 ) Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko dilakukan 

oleh Inspektorat. 

( 2 ) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan 

pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 



2022, No.627 
-9- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Juni 2022  

 

MENTERI KOORDINATOR BIDANG 

KEMARITIMAN DAN INVESTASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

LUHUT B. PANDJAITAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Juli 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 
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